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P U T U S A N

Nomor 758 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Banyuasin  dan  Terdakwa,  telah

memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TRI OKTASARI binti SULPRIHADI;

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/16 Desember 1988;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : -Jalan  Lubuk  Saung  No.  27  Rt.  15/06,

Kelurahan  Pangkalan,  Balai  Kecamatan

Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

-Aspol Bengkel Pandawa Blok O No. 08 Jl.

Bambang Utoyo, Kel. 5 Ilir, Kec. Ilir Timur

II, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal

14 September 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;

Terdakwa  diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri

Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

Pertama :  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal

64  Ayat (1) KUHP; 

Atau 

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64

Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

    Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banyuasin tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Oktasari binti Sulprihadi telah terbukti bersalah

melakukan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan

secara  berlanjut  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  melanggar

Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Tri  Oktasari  binti  Sulprihadi

berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  dengan  perintah

supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor: 210.I/BPRRG/X/2009

tanggal 17 Oktober 2009;

- Surat Pernyataan dari sdri TRI OKTASARI tanggal 22 Mei 2018; 

- 1  (satu)  slip  setoran  nasabah  an.  TORRY  RAGILI  SURIE  sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2017;

- 1  (satu)  slip  setoran  nasabah  an.  TORRY  RAGILI  SURIE  sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017;

- 1 (satu) slip penarikan nasabah an.  TORRY RAGILI SURIE sebesar

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017; 

- 9  (sembilan)  lembar  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Khusus  per  tahun

terhadap PT. BPR RARAT GANDA Banyuasin tanggal 31 Agustus 2018;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda

Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.03388 an. Mat Saleh; 

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda

Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.06354 an. Wiji kusniyah;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda

Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.1.07385/1465-3 an. Torry

Ragilie Surie; 

    Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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- 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Hasil  Pelaksanaan

Audit Pendalaman Temuan pada PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010

– 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,

Mumajad & Sayuti; 

- 41  (empat  puluh  satu)  buah  Buku  Pembantu  Penerimaan  Kas  dan

Pengeluaran  Kas (Kasir)  PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-2018;

- 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas

(Print Out  Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;

- 3 (tiga) lembar job description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPR

RARAT  GANDA BANYUASIN;

Dikembalikan  kepada  PT.  BPR  Rarat  Ganda  Banyuasin  melalui  saksi

Binahar Hutagaol bin Nelson Hutagaol;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pangkalan  Balai  Nomor

424/Pid.B/2020/PN  Pkb  tanggal  27  Januari  2021  yang  amar  lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Oktasari Binti Sulprihadi telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan

karena  hubungan  kerja  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut  sebagaimana

dalam dakwaan alternatif kesatu; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  Tri  Oktasari  Binti  Sulprihadi oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani  kecuali  jika dikemudian

hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan  karena

Terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan

selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai  Nomor  :

210.I/BPRRG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009;
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- Surat Pernyataan dari sdri TRI OKTASARI tanggal 22 Mei 2018; 

- 1  (satu)  slip  setoran  nasabah  an.  Torry  Ragili  Surie  sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2017;

- 1  (satu)  slip  setoran  nasabah  an.  Torry  Ragili  Surie  sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017; 

- 1  (satu)  slip  penarikan  nasabah  an.  Torry  Ragili  Surie  sebesar

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017; 

- 9  (sembilan)  lembar  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Khusus  per  tahun

terhadap PT. BPR RARAT GANDA Banyuasin tanggal 31 Agustus 2018;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda

Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.03388 an. Mat Saleh; 

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda

Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.06354 an. Wiji kusniyah;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda

Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.1.07385/1465-3 an. Torry

Ragilie Surie;

- 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Hasil  Pelaksanaan

Audit Pendalaman Temuan pada PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-

2018  yang  dilaksanakan oleh  Kantor  Akuntan Publik  Bharata,  Arifin,

Mumajad & Sayuti; 

- 41  (empat  puluh  satu)  buah  Buku  Pembantu  Penerimaan  Kas  dan

Pengeluaran  Kas (Kasir)  PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-2018; 

- 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas

(Print Out  Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;

- 3 (tiga) lembar job description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPR

RARAT  GANDA BANYUASIN;

Dikembalikan  kepada  PT.  BPR  Rarat  Ganda  Banyuasin  melalui  Saksi

Binahar Hutagaol bin Nelson Hutagaol;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
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Membaca  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  Nomor

33/PID/2021/PT PLG tanggal 22 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai

berikut:

- Menerima permintaan banding dari  Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan  putusan   Pengadilan  Negeri  Pangkalan  Balai  Nomor

424/Pid.B/2020/PN  Pkb  tanggal  27  Januari  2021  yang  dimintakan

banding tersebut;

- Membebankan biaya perkara  kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat

pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 424/Akta Pid.B/2020/PN

Pkb yang dibuat  oleh  Panitera  pada Pengadilan  Negeri  Pangkalan Balai,

yang  menerangkan  bahwa  pada  tanggal  12  April  2021,  Penuntut  Umum

pada  Kejaksaan  Negeri  Banyuasin  mengajukan  permohonan  kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut; 

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor  424/Akta.Pid.B/2020/PN

Pkb yang dibuat  oleh  Panitera  pada Pengadilan  Negeri  Pangkalan Balai,

yang  menerangkan  bahwa  pada  tanggal  16  April  2021,  Terdakwa

mengajukan  permohonan  kasasi  terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi

Palembang tersebut; 

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2021 dari Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal

20 April 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2021 dari Penasihat Hukum

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 sebagai

Pemohon  Kasasi  II,  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Pangkalan Balai pada tanggal 27 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
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Menimbang  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  tersebut

telah  diberitahukan  kepada  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri

Banyuasin  pada  tanggal  31  Maret  2021  dan  Penuntut  Umum  tersebut

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April  2021 serta memori

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

pada tanggal 20 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  tersebut

telah  diberitahukan  kepada  Terdakwa  pada  tanggal  12  April  2021  dan

Terdakwa tersebut  mengajukan permohonan kasasi  pada tanggal  16 April

2021  serta  memori  kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Negeri  Pangkalan  Balai  pada  tanggal  27  April  2021.  Dengan  demikian,

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/

Penuntut  Umum dan  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa dalam memori  kasasi

selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi  I/Penuntut  Umum  dan  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa  tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena

menyangkut  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan,  hal  demikian

tidak  tunduk  pada  kasasi,  Judex  Facti  dalam  putusannya  telah

mempertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan

meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP; 

- Bahwa  meskipun  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  pada

prinsipnya merupakan wewenang  Judex Facti,  akan tetapi  bila  ada
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fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum

dipertimbangkan  Judex  Facti atau  Judex  Facti tidak  cukup

mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat

memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam

perkara ini  Judex Facti  sudah cukup mempertimbangkan mengenai

hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  serta  pidana  yang

dijatuhkan juga sudah tepat;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa  alasan  kasasi  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa  tidak  dapat

dibenarkan  karena  putusan  Judex  Facti tidak  salah  menerapkan

hukum.  Judex  Facti telah  mengadili  perkara  a  quo sesuai  dengan

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui

wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa  bekerja di

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rarat Ganda sejak tahun 2007

sampai dengan bulan Mei 2018 sebagai Administrasi Tabungan dan

Deposito PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin;

- Bahwa berdasarkan hasil  laporan audit  independen Kantor Akuntan

Publik  Bharata,  Arifin,  Mumajad  dan  Sayuti  (BAMS)  Nomor

036R/BAMS-SYT/IV/2020  tanggal  7  April  2020  periode  tahun  2010

sampai  dengan  tahun  2018,  PT.  BPR  Rarat  Ganda  mengalami

kerugian sejumlah Rp3.074.291.624,00 (tiga milyar tujuh puluh empat

juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat

rupiah);

- Bahwa dari  total  kerugian PT. BPR Rarat Ganda tersebut, kerugian

akibat  dari  perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp790.039.752,00

(tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus

lima puluh dua rupiah) dengan rincian:

1. Indikasi fraud terhadap nasabah saksi Torry Ragili Surie sejumlah

Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
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2. Indikasi  fraud terhadap  nasabah  saksi  Mat  Saleh  bin  Bahrain

sejumlah  Rp98.450.000,00  (sembilan  puluh  delapan juta  empat

ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- Modus “Setoran Tabungan/Sebagian Setoran Tabungan Yang

Tidak Disetor Ke Kas” sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh

satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Modus “Setoran Fiktif” sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh

satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Modus  “Penarikan  Tabungan  dari  Rekening  Nasabah”

sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3. Terhadap  nasabah  atas  nama  saksi  Wiji  Kusniah  Binti  Muksin

terdapat selisih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus

ribu rupiah);

4. Pada  tanggal  22  Mei  2018  Terdakwa  telah  membuat  surat

pernyataan  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan

kesalahan/menyalahi wewenang yang merugikan PT. BPR Rarat

Ganda dengan total kerugian sejumlah Rp636.089.752,00 (enam

ratus tiga puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus

lima puluh dua rupiah);

5. Bahwa alasan kasasi  dari  Pemohon Kasasi  II/Terdakwa selebihnya

tidak  dapat  dibenarkan,  karena  berkenaan  dengan  penilaian  hasil

pembuktian yang bersifat  penghargaan tentang sesuatu  kenyataan.

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat

kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan

hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,

atau  apakah  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  undang-

undang,  dan  apakah  Pengadilan  telah  melampaui  batas

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  253 Ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara

Pidana (KUHAP);
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata

pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  Pemohon  Kasasi

I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Pemohon Kasasi

II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang  bahwa  telah  terjadi  perbedaan  pendapat  (dissenting

opinion)  dalam musyawarah Majelis  Hakim dan telah  diusahakan dengan

sungguh-sungguh  tetapi  tidak  tercapai  mufakat,  maka  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah  Agung,  perbedaan  pendapat  (dissenting  opinion) dari  Hakim

Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H, M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari hasil

laporan audit independen Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad

dan Sayuti (BAMS) Nomor 036R/BAMS-SYT/IV/2020 tanggal 7 April 2020

periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, PT. BPR Rarat Ganda

mengalami kerugian sejumlah Rp3.074.291.624,00 (tiga milyar tujuh puluh

empat  juta  dua  ratus  sembilan  puluh  satu  ribu  enam ratus  dua  puluh

empat rupiah) dimana pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa telah membuat

surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan/menyalahi

wewenang yang merugikan PT. BPR Rarat Ganda dengan total kerugian

sejumlah Rp636.089.752,00 (enam ratus tiga puluh enam juta  delapan

puluh  sembilan  ribu  tujuh  ratus  lima  puluh  dua  rupiah)  dan  Terdakwa

bersedia  untuk  mengganti  kerugian  tersebut  dengan  jaminan  menjual

aset-aset milik Terdakwa berupa mobil, rumah di Pangkalan Balai, tanah

dan kebun;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum perihal lamanya

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlampau ringan dapat

dibenarkan dengan pertimbangan:

1. Terdakwa  telah  menerima  uang  dari  nasabah  namun  tidak  disetor

sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PT. BPR Rarat Ganda;
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2. Terdakwa  telah  mengakui  kesalahannya  dan  berjanji  untuk

mengembalikan uang nasabah yang tidak disetor tersebut tetapi janji

tersebut belum terealisasikan;

3. Perbuatan Terdakwa dan karyawan-karyawan PT. BPR Rarat Ganda

lainnya  telah  menyebabkan  PT.  BPR  Rarat  Ganda  mengalami

kerugian yang relatif besar;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Judex Facti telah tepat

dalam  menerapkan  hukum  dan  tidak  melampaui  batas  wewenangnya,

sehingga permohonan kasasi  Pemohon Kasasi  I/Penuntut  Umum pada

Kejaksaan  Negeri  Banyuasin  dan  Pemohon  Kasasi  II/Terdakwa  TRI

OKTASARI  Binti  SULPRIHADI  haruslah  ditolak  dengan  perbaikan

mengenai  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  menjadi

pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-

Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

− Menolak permohonan kasasi  dari  Pemohon Kasasi  I/Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

TRI OKTASARI Binti SULPRIHADI tersebut;

− Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari  Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H, M.H.,

S.H,  M.H.,  Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung
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sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H, M.H. dan Sugeng Sutrisno,

S.H.,  M.H.,  Hakim-Hakim Agung  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno

Susetyani,  S.H.  Panitera  Pengganti  dengan  tidak  dihadiri  oleh  Penuntut

Umum dan Terdakwa.  

Hakim-Hakim Anggota,                                            Ketua Majelis,

           Ttd/                                                                      Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H, M.H.                         Dr. Salman Luthan, S.H, M.H.

           Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

                                          

                                           Panitera Pengganti,

                                                      Ttd/

                                          Retno Susetyani, S.H. 

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001
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